
SALINAN 

BUPATI BADUNG 
PROVINSI BALI 

PERATURAN DAEAH KAIUPATEN BADUNG 
NOMOR 13 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG 
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

DENGAN RAHMAT T'UHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menguatkan perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan akibat alih fungsi lahan pertanian serta 
meningkatkan kemadirian panan, ketahanan pangan dan 
kedaulatan pangan; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Perlindungan Lahar Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah 
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat 
ini, sehingga perlu cdiubah; 

c. bahwa berdasarkar pertimbangan sebagirnana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelan ju tan; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indoncsia Tahun 1915; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembcntukan 
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-dacrah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Fangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambehan 
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5068) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 2245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lcmbarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 'Tambahan Lembaran Nara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentan Perubuhun Kedua Atan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembcntukan Peraturun 
Pcrundang undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 113, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, 'Tambnnn Lembaran Negara epublik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan 
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara cpublik Indonesia Tahun '2012 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5279); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem 
Informasi Lahan Pertanian Pangan Bcrkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283); 

9. Peraturan Pemeritah Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Bcrkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5288); 

10. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana 
tclah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dularn Negeri Nomr 80 Tahun 2015 tentng Pernbentukar 
Produk Ilukum Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Momor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan 
Lahan Pcrtanian Berkelanjutan (Lcmbaran Laerah Kabupaten 
Badung Tahun 2019 Nomor 8, 'Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Nomor 8); 

l- 
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Dengan Pcrsetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan 

BUPATI BADUNG, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN 
LAHAN PERTANIAN PA NGAN BERKELANJUTAN. 

Pasal I 
Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 
(Lembaran Daerah Kzbupaten Badung Tahun 2019 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Badung Nomor 8) diubah 
scbagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 
3. Bupati adalah Eupati Badung. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRL adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Badng. 

5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut 
Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 
Badung. 

6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi 
sebagai suatu 1ingkungan fisik yang meliputi tanah beserta 
segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti 
iklirn, relief, aspek geologi, dan hidro1ogi yang terbcntuk 
secara alami me.upun akibat pengaruh manusia. 

7. Lahan Pertanien adalah bidang Lahan yang digunakan 
untuk usaha pertanian. 
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8. Lahan Pertanien Pangun Berkelanjutan adalah bidang 
Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan 
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan 
pangan pokok, bagi kemandirian, ketahanun, dan 
kedaulatan pan gan Daerah. 

9. Lahan Cadangon Pertanian Pangan Berkclanjutan adalah 
Lahan potensinl yang dilindungi peranfantnnnya agar 
kcscsuaian dani ketersediaannya tetap terkendali untuk 
dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan pada masa yang akan datang. 

10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan 
menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan 
membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian 
pangan dun kavwasannya secara berkelanjutan. 

11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah 
budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang 
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi 
utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan 
kedaulatan pan gan Daerah dan Nasional. 

12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola 
Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, 
modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai 
kcdaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan 
masyarakat. 

13. Kerandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan 
dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan 
pangan yang rnampu mcnjamin pemenuhan kebutuhan 
pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam 
jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang tcrjangkau, 
yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai 
dengan keragaman lokal. 

14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan 
bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan 
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, 
dan terjangkau. 

15. Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara 
mandiri dapat mcnentukan kebijakan pungennye, yAnIg 
menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya untuk 
menentukan sistem Pertanian Pangan yang sesuai dengan 
potensi sumber daya lokal. 

16. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah 
setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang 
mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
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17.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari 
sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang 
dipcruntukkan sebagai rnakanan utama bagi konsumsi 
manusia. 

18. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan 
pengembangan produksi pcrtanian dcngan menerapkan 
tcknologi tepat. guna, menggunakan sarana produksi 
bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat. 

I9. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan 
produksi dengan perluasan arcal usaha dan remanfaatkan 
Lahan yang belum diusahakan. 

20. Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 
peru bahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan 
menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
baik secara tetap maupun sementara. 

21. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk 
menunjang pertanian. 

22. Tanah Telantar adalah tan ah yang sudah diberikan hak 
oleh Negara berpa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar 
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak 
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau 
dasar penguasaannya. 

23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, schingga Pasal 
5 bcrbunyi scbagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Dalamn upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Derkelanjutan, Pemerintah Dacrah mcnctapkan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Penctapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 
b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 
c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkclanjutan. 

(3) Pcnctapan Kawasan Pertanian Pangan Derkelanjutan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul u, ditetapkan 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. 

(4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
sebagaimana d:.maksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan 
dalam Rencana Detail Tata Ruang. 
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(5) enetapam Lahan Cndmmgn I'ortaminn I'rt 
Berkelanjutan whbagimnnn «dimaloud puln aynt () rl 
c, ditctnplnn «drnan Rencnna Iwtil 'Tt Fm 

3. Ketcntun aynt (4) Pasal 9 diuhah, twhinga 'annl ' berhunyi 
sebagi bcrikut: 

?aal 9 
(1) Stratei pcngcrubupu kawnnan «dnn Lnhan I'otmmin1 

Pangan Bcrkclanjutan mcliputi: 
a. Intensifikasi; dan 
b. Ektcnsifikaui. 

(2) Intcnsifikasi Lahan ertauminn anun IHrkelanjutam 
scbagimnnn dirukuud pada ayat (I) huruf n, dilakl 
dengan: 
a. peningkatan kcsuburan th; 
b. peningkatan kualitas bcnih/bihit; 
c. pendiversifikasian tanaman panyum; 
d. pencegahan dan pcmunulangnn hamn trmmun; 

e. penembanpan Irigasi; 
f. pemanfaatan tcknologi pertaninn; 
g. pengembangan inovusi pcrtaninn; 
h. penyuluhan pertanian; dnn/atau 
i, jaminan akses permodalan, 

(3) Ektensifikasi kawasan dan Lahm 
Berkelanjutan scbagaimana dimnkud 
b, dilakukan deyan; 

a. pencetakan Lahn Pertanian Pangan crlclunjutnn; 
b. penetapan Lahan Pcrtmnimn Pangan mcnjndi Luhum 

Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau 
c. pengalihan fungsi Lahan non pcrtnninn pnngnn mwnjudi 

Lahan Pertanian Pngun Bcrkclnnjutan, 

(1) Pengembanyan program/wintnn Intonifikani dan 
Ektcnsifikasi scbagaimana dimaknud pudu uyut () dan ayat 
(3) dilaksanaknn aesual ketentuan ernturun Perumlmy­ 
undangan. 
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4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, schingga 
berbunyi sebagai bcrikut: 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada 
setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan 
Pertanian Pangen Berkelanjutan. 

(2) Pembinaan sebzgairana dimaksud pada ayat (1) mcliputi: 

a. koordinasi perlindungan; 
b. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 
d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepad 

masyarakat; 
e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan; dan/atau 

f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab 
masyarakat. 

(3) Ketentuan lebik lanjut mengenai pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

5. Ketentuan huruf c ?asal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Fasal 18 

Pengendalian Lahan Pertanian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
a. insentif; 
b. disinsentif; 
c. persetujuan; 
d. proteksi; dan 
e. penyuluhan. 

Pangan Berkelanjutan 
17 ayat (1) melalui: 

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Fasal 21 

Tata cara pcmberian insentif sebagaimana dimaksud dalarn 
Ta2al 19 dan Pa3al '20 dilaksanakan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

le 
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7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi scbngai berikut: 

Fasal 22 

(1) Disincntif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18 huruf b, 
berupa pencabutan insentif yang diken:akan kepada pcmilik 
Lahan, Potani penggarap dan/atau kelompok Pctani yany 
tidak memenuhi kewajibennya scbagaimena dimaksud 
dalam Pasal 15. 

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan 
bagi Pctani yang dikcnakan pencabutan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pcmbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan melalui pembinaan scbagaimana diraksud 
dalam Pasal 16 ayat (2). 

(4) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan guna 
meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani. 

8. Judul Bagian Ketiga dalam BAB VII PENGENDALIAN diubah, 
schingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 
Persetujuan dan Proteksi 

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Tasal 23 

(1) Segala bentuk persetujuan yang rnengakibatkan alih fungsi 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum. 

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyck 
strategis nasional, bentuk pcrsetujuan sebagaimana 
dimaksud pad ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Fa9al 26 

(1) Sctiap orang lilarung rengalihfungsikan Lahan yang 
sudah ditetapan sebagai Lahan Pcrtanian Pangan 
Bcrkclanjutan. 

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/ atau proyck 
strategis nasioral serta terjadi bencana, Laban Pertanian 
Pangan Berkelenjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dizlihfungsikan dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Jr 
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(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kcpentingan 
umum sebagairnana diraksud puda ayat (2) hanya dapat 
dilakukun dengnun syarat: 
a. dilakukan kajian kclayakan strutegis; 
b. disusun renana alih fungsi luehun; dan 
c. dibebaskan kcpcmilikan haknya dari pemilik, 

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

asal 33 

Penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
dilaksanakan sesuai ketentuan Pcraturan Perundang­ 
undangan. 

12.Judul Dab IX dan ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga 
berbunyi scbagai berikut: 

3AB IX 
PENDANAAN 

Fasal 37 

( 1) Pendanaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan d.apat bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran perdapatan dan belanja Daerah; dan/atau 
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Bentuk pendanaan dan penyelenggaraan pendanaan 

dilaksanakan esuai ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

13. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Fasal 42 

Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Laban 
Pcrtanian Pangan Berkelanjutan diluar kctentuan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib 
mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan ke keadaan semula. 

le 
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14. Bab XIV dihapus. 

I5, Ketentuan Paul 45 diubah, sehingga hcrbunyi sebagai berikut: 

T'asal 45 

Setiap orang yang mnelangpar ketentuan dalam Pasal 24 ayat 
(1) atau Pasal 26 (1) dipidana sesuai ketcntuan Peraturar 
Perundang-undangan. 

16. Paul 46 dihapus. 

Peraturan Daerah ini mulai Eerlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Derah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung. 

. 
" Ditctapkan di, langupura 

{,� .. ;---- .. T?�<f·�t:angg . 22 Nopember 2022 
( J� : i1 I 1\ \\ 

» ?·U ?A"IBDU' , w l, · · '. ' , '­ Z} r'; 7 
'· s", f '·,''w '){ gs 

-Dtundaupkan di Mangupura 
/'p~&da'tun~gal 22 Nopember 022 

[-/ sEKRT«iRis DERAIL, iBUPATEN BADUNG, -f ­ ( ,.. 
.,,.;.! ... 

�--1' 

-{¥,, 
� "r,, '/WAYAN ADI ARNA.WA 

LEM7i DAERAII IKABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 13 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: 
(13,89/ 2022) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Setda. Krljupaten Badung, 

·' • ya'Yudhya 
. '720510 1 33 1 008 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KAUPATIN BADUNG 
NOMOR 13 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG 
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

I. UMUM 

Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang masih memiliki potensi agraris 
dimana sebagian masyarakat masih menggantungkan hidup pada sektor 
pertanian sehingga Lahan Pertanian memiliki peran dan fungsi stratris bagi 
masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat dan pertambahan jumlah 
penduduk serta perkembangan ekonomi dan berbagai kepentingan lainnya 
mengakibatkan terjadinya alih furugsi dan Lahan Pertanian Pangan sehingga 
akan mengancam daya dukung wilayah dalam mcnjaga Kemandirian Pangan, 
Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan. 

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Dacrah Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan terhadap 
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta eraturan 
Perundang-undangan dan peratu:an pelaksananya dengan memperhatikan 
substansi pasal-pasal yang mengalami perubahan. Berdasarkan hasil verifikasi 
atas substansi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 terdapat 15 (lima be1as) 
substansi yang dilakukan penambahan, perubahan, atau penghapusan. 

Berdasarkan tersebut di atas maka dipandang perlu untuk melakukan 
perubahan terhadap eraturan Iaerah Nomor 8 Tahun 201 9 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, schingga pelaksanaanya selaras 
dengan ketentuan Peraturan Peruncang-undangan. 

TT. PASAL DEMI PASAL · 
Pasal I 

Cukupje1as 

Pasal II 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13 
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